
 

 

ANALISIS KEGIATAN PRA BTEL DAN PRA SUEL DI KANTOR 

PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT 

SKRIPSI 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan  

Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  

Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan  

 

 

Disusun oleh: 

VEREN SUFIA DETHAN 

NIT : 21303663 

 

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  

YOGYAKARTA 

2025



 

 

xiv 

 

ABSTRACT 

Digital transformation in the land sector through document digitization has 

become one of the strategic initiatives undertaken by the Ministry of Agrarian 

Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN). This study aims to 

analyze the implementation of Pre-Electronic Land Book (Pra BTEL) and Pre-

Electronic Measurement Letter (Pra SUEL) activities at the Land Office of West 

Jakarta Administrative City, by highlighting the challenges encountered and the 

long-term strategies applied. The research uses a descriptive qualitative method, 

with data collected through in-depth interviews with seven key informants, as well 

as document study and documentation. The findings reveal that the main challenges 

in the Pra BTEL and Pra SUEL processes include the incompleteness and 

inconsistency between juridical and spatial data, application system and network 

disruptions, and limited human resources. Solutions implemented include data 

correction, field verification, technical reporting to the Data and Information 

Center (Pusdatin), formation of special task forces, and collaboration with third 

parties. The long-term strategies adopted involve strengthening the integrated data 

management system, conducting pre-verification with the SUEL and BTEL teams, 

improving system infrastructure and security, providing technical training for 

human resources, and developing adaptive standard operating procedures (SOPs). 

This research is expected to serve as a reference in policy-making to support the 

successful transition toward a more efficient and reliable electronic land 

administration system. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Layanan elektronik merupakan salah satu aplikasi yang memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat efektif di berbagai bidang 

(Saragih dan Astuti, 2021). Presiden Republik Indonesia mengarahkan kementerian 

dan lembaga pemerintah untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka 

melaksanakan pengembangan e-government secara nasional sesuai dengan tugas, 

fungsi, dan kewenangan (Marryanti dan Nurrokhman, 2019). E-government atau 

bisa disebut pemerintahan elektronik merujuk pada cara pemerintah memberikan 

layanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi, terutama melalui internet yang bertujuan untuk mempermudah akses 

masyarakat terhadap layanan publik dan informasi yang telah disediakan oleh 

pemerintah, mengatasi pengaduan masyarakat serta memastikan bahwa semua 

warga negara mendapatkan kualitas pelayanan yang sama (Hadilinatih dan Aco, 

2023).  

Menurut Retnowati (2008) yang menjadi tantangan utama dalam penerapan 

e-government adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM) di pemerintahan yang 

masih minim keahlian di bidang teknologi informasi dan belum mampu 

memanfaatkan teknologi secara efektif. Selain itu, terdapat juga budaya berbagi 

informasi yang dipersulit, kurangnya kebiasaan mendokumentasikan sesuatu hal, 

infrastruktur yang belum memadai dan mahal, serta terbatasnya akses masyarakat 

terhadap informasi. 

E-government telah diterapkan di berbagai negara di seluruh dunia. 

Penerapan e-government tidak hanya sebatas teknologi, tetapi juga diterapkan 

sebagai kebijakan dan regulasi yang efektif di setiap negara (Sabrina dkk., 2024). 

Penerapan e-government sebagai kebijakan dan regulasi yang efektif artinya 

tercipta pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan efektif, sehingga layanan 

yang diberikan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu 

penerapan ini diharapkan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan 
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publik, menyediakan informasi yang transparan, menampung serta menangani 

keluhan masyarakat, dan memastikan kesetaraan dalam kualitas layanan bagi 

seluruh warga Negara (Hadilinatih dan Aco, 2023). 

Secara khusus di sektor layanan pertanahan, perwujudan penerapan e-

government dalam bentuk penggunaan aplikasi pertanahan maupun sertipikat tanah 

elektronik. Di Korea Selatan, proses administrasi pertanahan telah mengalami 

transformasi digital dengan mulai menggunakan sertipikat tanah elektronik pada 

tahun 1998 melalui instansi Korea Land Information System. KLIS adalah sistem 

informasi pertanahan yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data 

pertanahan (Silviana, 2021). Sebelum adanya KLIS, administrasi pertanahan di 

Korea Selatan dilakukan secara manual, sehingga memakan waktu dan sering 

terjadi kesalahan. Penerapan KLIS ini berhasil meningkatkan akurasi data dan 

kebijakan pertanahan, meningkatkan kualitas layanan, penanganan administrasi 

pertanahan menjadi efisien serta memudahkan pemerintah dan masyarakat dalam 

mengakses informasi terkait properti, perencanaan, tata ruang maupun 

pengembangan infrastruktur serta meningkatkan transparansi dan transaksi layanan 

pertanahan (Park dan Chun, 2014). 

Setelah penerapan Sistem Informasi Pertanahan Korea (KLIS), terdapat 

beberapa tantangan. Salah satu masalah utama yaitu antara Kementerian Konstruksi 

dan Transportasi dan Kementerian Administrasi Publik dan Dalam Negeri, adanya 

konflik antara lembaga pemerintah yang memiliki kepentingan berbeda dalam hal 

struktur dan ruang lingkup sistem. Selain itu, peta kadaster serial yang digunakan 

dalam KLIS tidak selalu akurat dan memerlukan verifikasi ulang batas properti di 

lapangan. Adapun tantangan teknologi, KLIS masih bergantung pada perangkat 

lunak impor, yang menimbulkan risiko jangka panjang. Masalah lainnya adalah 

kurangnya regulasi yang jelas terkait pembagian data geospasial, yang 

menyebabkan kesenjangan informasi antara pemerintah pusat, otoritas daerah, dan 

sektor lainnya. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Korea telah menerapkan 

berbagai solusi, untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pihak dan 

meningkatkan koordinasi antar lembaga seperti memperkenalkan arsitektur sistem 

tiga tingkat (3-Tier). Solusi lain juga telah dilakukan adalah meningkatkan kualitas 
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data dan menyusun regulasi yang jelas dengan menetapkan standar nasional untuk 

peta kadaster serial dan sistem berbagi data geospasial agar administrasi pertanahan 

berjalan lebih efektif serta memberikan pedoman bagi pemerintah setempat agar 

peta yang digunakan mencerminkan kondisi di lapangan Selain itu, untuk 

mengurangi ketergantungan pada perangkat lunak asing dan meningkatkan daya 

saing industri informasi geospasial Korea perlu upaya pengembangan teknologi 

dalam negeri melalui penelitian dan pengembangan (research and development). 

Dengan berbagai langkah ini, KLIS diharapkan dapat terus berkembang dan 

memberikan manfaat bagi pengelolaan lahan di Korea (Park dan Chun, 2014). 

Selain itu juga, Malaysia mulai menerapkan digitalisasi data pertanahan 

dengan memperkenalkan berbagai aplikasi pertanahan salah satunya yaitu e-Tanah 

pada tahun 2007. Sistem e-Tanah merupakan sistem administrasi pertanahan 

elektronik terpadu yang bertujuan untuk sistem administrasi pertanahan melalui 

sistem komputerisasi berbasis web. Penerapan sistem e-Tanah di Malaysia berhasil 

meningkatkan layanan administrasi tanah dengan fitur online, termasuk 

pembayaran pajak dan pencarian hak atas tanah jarak jauh, mengubah hak atas 

tanah fisik berbasis kertas menjadi elektronik dengan barcode dan tanda tangan 

digital, literasi teknologi informasi dan komunikasi dan penyesuaian kebijakan. 

Meskipun demikian, penerapan e-Tanah masih menghadapi beberapa tantangan, 

dalam membangun sistem ini melalui keterbatasan pendanaan anggaran 

pemerintah, antara lain kurangnya keterampilan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) dan adanya resistensi terhadap perubahan. Untuk mengatasi 

masalah ini, pemerintah Malaysia membentuk komite pengarah yang terdiri dari 

pejabat tinggi di tingkat federal dan negara bagian, yang bertugas untuk mencari 

solusi untuk menyelesaikan berbagai hambatan dalam penerapan e-Tanah. Selain 

itu, pemerintah juga menerapkan sistem kemitraan publik-swasta agar mengurangi 

beban biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem. Pemerintah mengupayakan 

peningkatan pelatihan bagi pegawai agar lebih siap dalam menggunakan teknologi 

baru. Dengan strategi ini, e-Tanah agar bisa berjalan lebih efektif, meningkatkan 

efisiensi administrasi pertanahan, serta memberikan kemudahan akses bagi 

masyarakat (Halid dkk., 2022).  
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Hal serupa juga terjadi di Singapura dan Filipina, dimana kedua negara ini 

menerbitkan sertipikat tanah elektronik untuk membuktikan kepemilikan hak atas 

tanah.  Singapura sendiri telah menerapkan sistem pendaftaran tanah yang sangat 

efisien dan modern, akan tetapi Singapura tetap menghadapi tantangan. Salah 

satunya adalah keterbatasan lahan, mengingat luas wilayahnya yang kecil dengan 

jumlah penduduk yang padat. Hal ini menuntut kebijakan penggunaan lahan yang 

lebih cermat dan berkelanjutan, dalam hal perumahan, kegiatan komersial, dan 

ruang terbuka hijau bagi kebutuhan masyarakat. Selain itu, untuk memastikan 

setiap keputusan penggunaan lahan tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini 

Singapura terus berinovasi dalam mengelola sumber daya lahan, tetapi juga 

mempertimbangkan dampak jangka bagi generasi mendatang (Syahputra dkk., 

2025).  

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional berupaya 

menerapkan e-government dalam layanan yang disediakan. Penerapan ini dilakukan 

dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan 

layanan secara elektronik kepada masyarakat dan mitra kerja Kementerian 

ATR/BPN (Diana, 2024). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional telah melaksanakan transformasi digital dalam administrasi pertanahan 

dengan menetapkan kewajiban penggunaan dokumen elektronik, termasuk 

sertipikat elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 (Masri 

dan Hirwansyah, 2023). Peraturan ini telah dicabut dan diganti dengan Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam 

Kegiatan Pendaftaran Tanah.  

Berdasarkan Pasal 33 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah 

menyebutkan bahwa alih media merupakan kegiatan untuk mengubah surat ukur 

menjadi surat ukur elektronik (SU-el) dan buku tanah menjadi buku tanah 

elektronik (BT-el). Kegiatan alih media buku tanah dan surat ukur diperlukan 

aplikasi SITATA yang bertujuan untuk menyiapkan data pertanahan di bidang 
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pelayanan pertanahan berbasis elektronik dengan verifikasi lengkap dan akurasi 

data untuk menghasilkan lembar pengesahan sertipikat elektronik. Aplikasi SITATA 

merupakan sistem yang diharapkan dapat memberikan dan menyajikan data 

pertanahan dengan lebih akurat serta mencegah adanya ketidaksesuaian antar data 

fisik yang dimiliki oleh masyarakat dengan data yang tercatat dalam aplikasi 

(Pastrana, 2024).  

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat terpilih menjadi salah 

satu pilot project dalam percepatan alih media surat ukur dan buku tanah, yang 

tertuang dalam Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1669/SK-HR.02/X/2023, 

dikarenakan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat telah dinyatakan 

lengkap baik secara spasial dan yuridis. Berdasarkan data aplikasi Kementerian 

ATR/BPN tahun 2025, tingkat kesiapan data siap elektronik di Kantor Pertanahan 

Kota Administrasi Jakarta Barat mencapai 87,12%. 

Pelaksanaan alih media di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat 

belum berlangsung secara maksimal. Terdapat jumlah buku tanah 432.975 dan 

jumlah surat ukur 497.638 dengan progress alih media yang telah dilaksanakan 

hingga bulan Maret 2025 diantaranya jumlah Pra Buku Tanah Elektronik (Pra 

BTEL) sejumlah 136.608 dengan persentase mencapai 31,55% dan Pra Surat Ukur 

Elektronik (Pra SUEL) sejumlah 226.813 dengan persentase mencapai 45,58%. 

Perbedaan ini menunjukkan bahwa proses alih media buku tanah dan surat ukur 

masih tidak sejalan. Untuk mencapai tujuan transformasi digital melalui sertipikat 

elektronik, diperlukan peningkatan dalam proses alih media buku tanah agar sejalan 

dengan alih media surat ukur. Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 

Tahun 2023, untuk memperoleh sertipikat elektronik, diperlukan lembar 

pengesahan sertipikat elektronik yang hanya dapat diperoleh jika surat ukur dan 

buku tanah sudah dialih media menjadi dokumen elektronik.  

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka peneliti tertarik meneliti 

tentang “Analisis Kegiatan Pra BTEL dan Pra SUEL di Kantor Pertanahan Kota 

Administrasi Jakarta Barat”. Kota Administrasi Jakarta Barat dipilih karena kota ini 

termasuk didalam bagian pusat administrasi Negara Indonesia yaitu Jakarta.  
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Meskipun telah terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas 

mengenai pelaksanaan kegiatan Pra BTEL dan Pra SUEL di sejumlah wilayah lain, 

namun hingga saat ini belum ditemukan adanya kajian yang membahas kendala, 

solusi yang diterapkan, serta strategi jangka panjang dalam pelaksanaan kegiatan 

Pra BTEL dan Pra SUEL secara khusus di Kantor Pertanahan Kota Administrasi 

Jakarta Barat. Sehingga diperlukan kajian lebih dalam tentang kendala dalam 

kegiatan Pra BTEL dan Pra SUEL serta solusi dan strategi jangka panjang terkait 

kendala yang dialami di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan dilatar belakang, masalah inti dari 

penelitian ini adalah belum maksimal pelaksanaan pelayanan pertanahan berbasis 

sertipikat elektronik yang ditunjukkan dengan terdapat perbedaan persentase proses 

alih media pra buku tanah elektronik 31,55% dan pra surat ukur elektronik 45,58%. 

Terhadap permasalahan tersebut selanjutnya disusunlah rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kendala dalam kegiatan Pra BTEL dan Pra SUEL yang dihadapi 

di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat?  

2. Bagaimana solusi dan strategi jangka panjang yang telah dilakukan untuk 

mengatasi kendala dalam kegiatan Pra BTEL dan Pra SUEL? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Menganalisis kendala dalam kegiatan Pra BTEL dan Pra SUEL yang 

dihadapi di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat. 

b. Menganalisis solusi dan strategi jangka panjang yang dilakukan untuk 

mengatasi kendala dalam kegiatan Pra BTEL dan Pra SUEL. 

2. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan dari hasil kegiatan penelitian ini antara lain: 

a. Manfaaat Teoritis 
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Memberikan wawasan dan pengetahuan tentang teknis 

pelaksanaan, kendala dan solusi serta strategi dalam transformasi digital 

melalui kegiatan alih media buku tanah dan surat ukur elektronik. 

b. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau tambahan 

informasi untuk penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan 

kegiatan alih media di Kementerian Agraria dan Tata Ruang. 

c. Manfaat Praktis  

Memberikan referensi bagi seluruh kantor pertanahan dalam 

menyelesaikan alih media buku tanah dan surat ukur, serta memberikan 

informasi kepada pengguna dan penyedia layanan pertanahan. 

D. Batasan Penelitian 

Peneliti membatasi penelitian ini dengan fokus pembahasan hanya 

mencakup: 

1. Kegiatan alih media berfokus pada tahapan Pra Surat Ukur Elektronik 

(Pra SU-el) dan Pra Buku Tanah Elektronik (Pra BT-el), yang dimana 

kegiatan alih medianya dilaksanakan secara bertahap kelurahan demi 

kelurahan.  

2. Pelaksanaan alih media yang berlangsung tahun 2024 
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BAB VII 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Kendala dalam kegiatan Pra Buku Tanah Elektronik (Pra BTEL) dan Pra 

Surat Ukur Elektronik (Pra SUEL) secara umum terbagi menjadi tiga aspek 

utama, yaitu: 

a. Kendala ketidaksesuaian dan ketidaklengkapan antara data spasial dan 

yuridis. Ketidaksinkronan, seperti perbedaan luas bidang tanah, serta 

masih adanya catatan yang belum lengkap, menyebabkan proses 

validasi tertunda dan dokumen tidak dapat langsung dinyatakan valid. 

Hal ini menyebabkan banyak data harus diperbaiki atau dilengkapi 

ulang agar bisa tervalidasi dalam sistem. 

b. Kendala gangguan aplikasi dan jaringan internet yang sangat 

memengaruhi produktivitas petugas. Meskipun sarana fisik seperti 

komputer dan ruang arsip sudah tersedia, gangguan sistem seperti 

aplikasi yang error mendadak, jaringan internet yang tidak stabil, hingga 

kendala server pusat, membuat proses input dan validasi data sering 

tertunda. Padahal, proses digitalisasi sangat bergantung pada kelancaran 

sistem teknologi informasi yang digunakan. 

c. Kendala Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), baik dari sisi 

jumlah petugas maupun beban kerja yang tidak merata, serta terbatasnya 

waktu pelaksanaan karena harus berbagi dengan pekerjaan rutin lainnya. 

Tingkat ketelitian SDM juga menjadi faktor penting karena kesalahan 

input sekecil apa pun dapat menyebabkan data ditolak oleh sistem, 

sehingga proses harus diulang. 

2. Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala kegiatan Pra BTEL 

dan Pra SUEL sebagai berikut: 

a. Solusi akan kendala ketidaksesuaian dan ketidaklengkapan data, dengan 

meningkatkan akurasi dan keabsahan data melalui koordinasi antar seksi 

serta verifikasi langsung ke lapangan, guna mencocokkan data spasial 
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(surat ukur), data yuridis (buku tanah), dan kondisi fisik di lapangan, 

sehingga dokumen dapat divalidasi secara akurat. 

b. Selain itu, untuk solusi kendala gangguan aplikasi dan jaringan internet, 

Kantor Pertanahan aktif melakukan koordinasi dan pelaporan berkala 

kepada Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian ATR/BPN, 

agar gangguan teknis bisa ditangani segera dan tidak memperlambat 

pekerjaan. 

c. Dalam hal keterbatasan SDM, Kantor Pertanahan Jakarta Barat 

melakukan kerja sama dengan pihak ketiga serta membentuk tim khusus 

untuk fokus mengerjakan kegiatan alih media secara lebih terstruktur. 

3. Sementara itu, strategi jangka panjang yang dilakukan dalam mengatasi 

kendala kegiatan Pra Buku Tanah Elektronik (Pra BTEL) dan Pra Surat 

Ukur Elektronik (Pra SUEL) di Kantor Pertanahan Kota Administrasi 

Jakarta Barat sebagai berikut: 

a. Penguatan sistem pengelolaan data terintegrasi menjadi langkah kunci 

dalam mencegah munculnya data yang tidak sinkron di kemudian hari. 

Integrasi data spasial dan yuridis dalam satu platform digital yang 

dilengkapi fitur pemantauan dan notifikasi otomatis, memungkinkan 

proses validasi berlangsung lebih efisien dan akurat. 

b. Strategi pra-verifikasi oleh tim SUEL dan BTEL sebelum data 

dimasukkan ke sistem elektronik terbukti dapat mempercepat proses 

serta meminimalkan kesalahan sejak awal. 

c. Peningkatan infrastruktur jaringan dan keamanan digital menjadi aspek 

krusial untuk menjamin kelancaran dan ketahanan sistem dalam 

menghadapi beban kerja yang terus bertambah. 

d. Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan pembentukan 

tim digital menjadi solusi atas keterbatasan tenaga kerja sekaligus 

menjamin keberlanjutan kegiatan alih media. 

e. Penyusunan SOP yang terintegrasi dan adaptif terhadap dinamika 

teknologi menjadi fondasi penting bagi pengelolaan risiko jangka 

panjang. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan kegiatan Pra Buku Tanah 

Elektronik (Pra BTEL) dan Pra Surat Ukur Elektronik (Pra SUEL) di Kantor 

Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, peneliti menyampaikan beberapa 

saran, diantaranya: 

1. Kementerian ATR/BPN dalam hal ini Pusat Data dan Informasi 

(Pusdatin), perlu untuk  terus melakukan pengembangan dan peningkatan 

terhadap sistem aplikasi pendukung seperti SITATA dan KKP, serta 

peningkatan kapasitas server sehingga tidak terjadi gangguan dalam 

kegiatan alih media.  

2. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu dilakukan 

evaluasi rutin terhadap strategi yang telah diterapkan, dilihat dari kegiatan 

alih media yang belum seluruhnya terselesaikan.  

3. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam terkait efektivitas 

implementasi hasil alih media terhadap peningkatan kualitas pelayanan 

pertanahan.  
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